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BUPATI SIGI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI 

NOMOR 16 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIGI, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Desa. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4297); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756); 
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7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4873); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa 
menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4745);  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang 
Pembentukan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa 
menjadi Kelurahan; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan 
Peraturan Desa; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang 
Pemberdayaan Masyarakat; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa;  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang 
Badan Usaha Milik Desa; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3). 
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 5 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5). 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI  

dan 

BUPATI SIGI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG DESA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sigi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Sigi. 
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat 

Kecamatan. 
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa 
dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

8. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat 
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam 
memberdayakan masyarakat. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh 
BPD bersama Kepala Desa. 
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11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka 
melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang 
lebih tinggi. 

12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 
yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa 
maupun Peraturan Kepala Desa. 

13. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Desa dalam 
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di 
daerah kabupaten. 

14. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris 
Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun. 

15. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa 
penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau 
pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan 
desa di luar desa yang telah ada. 

16. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai 
akibat tidak lagi memenuhi persyaratan. 

17. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa 
baru. 

18. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja 
pelaksanaan pemerintahan desa. 

19. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, danau 
dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah 
desa. 

20. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, 
jalan, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan 
sebagai batas wilayah desa. 

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 

22. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dari penghasilan yang sah 
untuk diberikan serta digunakan secara teratur setiap bulannya. 

23. Tunjangan adalah jumlah penerimaan/bantuan keuangan yang diberikan 
selain penghasilan tetap atau berdasarkan keadaan yang bersifat khusus 
yang diatur dalam Peraturan Desa. 

24. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes adalah perusahaan 
perseroan desa yang merupakan suatu lembaga bergerak di bidang ekonomi 
didirikan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat pada 
umumnya atau beberapa orang yang dipercayakan oleh pemerintah desa 
dimana keberadaanya sebagai penggerak, pengelola dan mengembangkan 
sumber-sumber ekonomi tetap yang berada di desa termasuk pelaksanaan 
pembangunan (swakelola masyarakat) dalam upaya memberikan pelayanan 
prima kepada masyarakat. 
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25. Komisaris adalah kepala desa yang bertugas melakukan pengawasan dan 
memberi nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan 
persero. 

26. Dewan Pengawas adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang 
bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada direksi dalam 
menjalankan kegiatan pengurus Perumdes/Perseroan Terbatas. 

27. Direksi adalah organ BUMDes yang bertanggung jawab atas pengurusan 
BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes serta mewakili BUMDes baik 
di dalam maupun di luar pengadilan. 

28. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan desa yang berasal dari 
Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk dijadikan 
penyertaan modal desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

29. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan 
BUMDes yang merupakan suatu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi 
intern perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai 
perusahaan. 

30. Privatisasi adalah penjualan saham persero desa, kepada pihak lain dalam 
rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan untuk memperbesar 
manfaat bagi desa dan masyarakat serta memperluas pemilikan saham oleh 
masyarakat. 

31. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah 
organ persero desa yang memegang kekuasan tertinggi dalam perusahaan 
dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. 

32. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disingkat LPM adalah 
lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra 
pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta 
kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. 

33. Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk 
maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam 
masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan 
wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut 
serta berhak dan berwenang untuk mengatur mengurus dan menyelesaikan 
berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada 
adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. 

34. Tim Pengerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa untuk 
selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai 
mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, pengendali 
dan pengerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya 
program PKK. 

35. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya 
disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan 
masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari oleh dan untuk 
masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera 
maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum 
dan lingkungan. 

36. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah 
kerja pemerintah desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui 
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musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh 
pemerintah desa. 

37. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang 
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan 
pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. 

38. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah 
pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar 
kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat 
terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan 
terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara 
fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial. 

 
 

BAB II 

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA 

Bagian Kesatu 
Pembentukan Desa 

Paragraf I 
Tujuan Pembentukan Desa 

Pasal 2 

(1) Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 

(2) Desa dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal 
usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.  

(3) Pembentukan desa sebagimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa 
penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau 
pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan 
desa di luar desa yang telah ada. 

(4) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagimana dimaksud 
pada ayat (3), dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun 
penyelenggaran pemerintahan desa. 

 
Paragraf 2 

Syarat-Syarat Pembentukan Desa 

Pasal 3 

(1) Pembentukan desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi 
syarat : 
a. jumlah penduduk paling sedikit  1.000 jiwa atau 200 KK; 
b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan 

pembinaan masyarakat; 
c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan; 
d. perangkat;  
e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama 

dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat- istiadat setempat; 



7 

 

f. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia; 
g. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa; 
h. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur  pemerintahan 

desa. 

Pasal 4 

(1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun atau sebutan lain yang merupakan 
bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan Peraturan 
Desa. 

(2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat 
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
 

Paragraf 3 
Tata Cara Pembentukan Desa 

Pasal 5 

Tata cara pembentukan desa adalah sebagai berikut : 
a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa; 
b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala 

Desa; 
c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul 

masyarakat tentang pembentukan desa dan kesepakatan rapat dituangkan 
dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang pembentukan desa; 

d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui 
Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah 
administrasi desa yang akan dibentuk; 

e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan 
tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan observasi ke desa 
yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada 
Bupati; 

f. bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati 
menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang  Pembentukan Desa; 

g. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa 
sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD 
dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas 
wilayah desa yang akan dibentuk; 

h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa 
hasil pembahasan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada 
DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD; 

i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan 
Daerah tentang pembentukan desa, BPD dan unsur masyarakat desa; 

j. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah disetujui 
bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada 
Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; 

k. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa 
sebagaimana dimaksud pada huruf j disampaikan oleh pimpinan DPRD paling 
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama; 
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l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana 
dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan 

m. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa 
yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf 1, 
Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam 
Lembaran Daerah. 

 

Pasal 6 

Pembentukan desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa 
kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 5. 
 

Pasal 7 

(1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun atau sebutan lain yang merupakan 
bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan Peraturan 
Desa 

(2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), disesuikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat 
yang dtetapkan dengan Peraturan Desa. 
 

Bagian Kedua 
Perubahan Status, Penghapusan dan Penggabungan Desa 

Paragraf 1 
Perubahan Status 

Pasal 8 

(1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan 
prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan 
pendapat masyarakat setempat. 

(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling 
sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.  

(3) Perubahan desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi syarat : 
a. luas wilayah tidak berubah; 
b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK; 
c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya 

pemerintahan kelurahan; 
d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta 

keanekarangaman mata pencaharian;  
e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status 

penduduk perubahan nilai agraris jasa dan industri; dan. 
f. meningkatnya volume pelayanan. 
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Pasal 9 

(1) Desa yang berubah status menjadi kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi 
dari Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

(2) Kepala Desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa yang diubah 
statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya 
dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat 
setempat. 

 
Pasal 10 

(1) Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi 
kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk 
kepentingan masyarakat setempat. 

(2) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan 
dibebankan pada Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Kabupaten. 
 

Pasal 11 

(1) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
memuat materi : 
a. tujuan; 
b. syarat; 
c. mekanisme; 
d. tata cara pengalihan kekayaan desa menjadi kekayaan daerah; 
e. tata cara pengalihan administrasi pemerintahan; 
f. pengaturan sarana dan prasarana; dan 
g. pembiayaan. 

 
Paragraf 2 

Tata Cara Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan 

Pasal 12 

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan 
adalah sebagai berikut : 
a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa 

menajdi kelurahan; 
b. masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan 

kepada BPD dan Kepala Desa; 
c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul 

masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan dan 
kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang 
perubahan status desa menjadi kelurahan; 

d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan 
kepada Bupati melalui camat, disertai berita acara hasil rapat BPD; 

e. dengan memperhatikan dokumen usulan kepala desa, Bupati menugaskan 
Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa 
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yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan yang hasilnya menjadi bahan 
rekomendasi kepada Bupati; 

f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status desa 
menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
perubahan status desa menjadi kelurahan; 

g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status 
desa menjadi kelurahan kepada DPRD dengan Forum Rapat Paripurna DPRD; 

h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan 
Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan bila diperlukan 
dapat mengikutsertakan pemerintahah desa, BPD, dan unsur masyarakat 
desa; 

i. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi 
kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan 
oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan 
Daerah; 

j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa 
menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh 
pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 
persetujuan bersama; 

k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi 
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan tersebut disetujui 
bersama; dan 

l. dalam  hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status 
Desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana 
dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah 
di dalam Lembaran Daerah. 

 
Paragraf 3 

Pembiayaan 

Pasal 13 

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa serta 
perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 

Paragraf 4 
Pembinaan dan Pengawasan 

Pasal 14 

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan dan 
penggabungan serta perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh 
pemerintah daerah. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.  
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BAB III 

KEWENANGAN DESA 

Pasal 15 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang mencakup :  
a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; 
b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa; 
c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten; dan 
d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan 

diserahkan kepada desa. 
 

Pasal 16 

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan 
pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b 
adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan 
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. 
 

Pasal 17 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksaanan penyerahan urusan yang 
menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada 
desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri. 

(2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disertai dengan pembiayaannya. 
 

Pasal 18 

(1) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c wajib 
disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber 
daya manusia. 

(2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), 
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana 
dan sarana serta sumber daya manusia. 
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BAB IV 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 19 

Pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan BPD. 

 

Bagian Kedua 
Pemerintahan Desa 

Paragraf I 
Pemerintah Desa 

Pasal 20 

(1) Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas Kepala 
Desa dan Perangkat Desa. 

(2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sekretaris 
desa dan perangkat desa lainnya. 

(3) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : 
a. Sekretariat desa; 
b. Pelaksana teknis lapangan; 
c. Urusan kewilayahan. 

(4) Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan 
dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 

(5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 
 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa 

Pasal 21 

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari : 
a. Kepala Desa; dan 
b. Perangkat Desa.  

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari 
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. 
 

Pasal 22 

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diisi dari 
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu : 
a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum atau 

sederajat dikecualikan Sekretaris Desa yang telah diangkat dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan 
tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil; 

b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan; 
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c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran; 
d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang 

perencanaan; 
e. memahami sosial budaya masyarakat setempat. 

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh 
Sekretaris Daerah atas nama Bupati. 

 

Pasal 23 

(1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) 
diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. 

(2) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

(3) Usia Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. 

(4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. Sekretariat Desa; 
b. Pelaksana Teknis Lapangan; dan 
c. Unsur kewilayahan yang disebut Kepala Dusun. 

(5) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari 
Kepala-Kepala Urusan. 

 
Pasal 24 

Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) terdiri dari 
5 (lima) orang yaitu : Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan 
Pembangunan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala 
Urusan Kesejahteraan Rakyat. 

 

Pasal 25 

(1) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan dapat diisi sesuai kebutuhan desa. 
(2) Kepala Dusun diisi sesuai jumlah wilayah dusun yang ada. 
 

Pasal 26 

Tata cara penyusunan struktur organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi serta 
hubungan kerja pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal 27 

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Paragraf 3 
Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Desa 

Pasal 28 

(1) Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Desa mempunyai wewenang : 
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan bersama BPD; 
b. mengajukan rancangan peraturan desa; 
c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama 

BPD; 
d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB 

Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; 
e. membina kehidupan masyarakat desa; 
f. membina perekonomian desa; 
g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 
h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai Peraturan Perundang-undangan; 
dan 

i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan. 

 
Pasal 29 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28, Kepala Desa mempunyai kewajiban :  
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia;  

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;  
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;  
d. melaksanakan kehidupan demokrasi;  
e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari 

kolusi, korupsi dan nepotisme;  
f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;  
g. mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;  
h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;  
i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 

desa;  
j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;  
k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;  
l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;  

m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat 
istiadat;  

n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan  
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o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan 
hidup. 

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa 
mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan 
pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.  

(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun. 

(4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam 
musyawarah BPD. 

(5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran 
yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan 
dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media 
lainnya. 

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai 
dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai 
bahan pembinaan lebih lanjut. 

(7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui 
Camat dan BPD. 
 

Pasal 30 
Kepala Desa dilarang : 
a. menjadi pengurus partai politik;  
b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga 

kemasyarakatan di desa bersangkutan;  
c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD; 
d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan 

kepala daerah;  
e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan 

mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;  
f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau 

jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang 
akan dilakukannya;  

g. menyalahgunakan wewenang; dan  
h. melanggar sumpah/janji jabatan.  

 

Pasal 31 

(1) Kepala Desa berhenti, karena : 
a. meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; 
c. diberhentikan. 

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
karena : 
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a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; 
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan 

tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; 
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; 
d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; 
e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau 
f. melanggar larangan bagi Kepala Desa. 

(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD 
kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. 

(4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui 
Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua 
per tiga) dari jumlah anggota BPD. 

(5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak usul diterima. 

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat Kepala Desa 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal 32 

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usul BPD 
apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang 
belum memperoleh kekuatan hukum tetap. 

(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usul BPD apabila 
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 

 
Pasal 33 

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usul BPD karena 
berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana 
terorisme, makar dan atau tidak pidana terhadap keamanan negara. 

 

Pasal 34 

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33, setelah melalui proses peradilan ternyata 
terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau  
mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa 
jabatan. 
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(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi 
Kepala Desa yang bersangkutan. 
 

Pasal 35 

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan 
kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 

Pasal 36 

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 
(2) dan Pasal 33, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dengan tugas pokok 
menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama  6 (enam) bulan terhitung 
sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

Pasal 37 

(1) Tindakkan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya 
persetujuan dari Bupati. 

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah : 
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; 
b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 

pidana mati. 
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan 

secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari. 
 

Paragraf 4 
Perangkat Desa 

Pasal 38 

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bertugas 
membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 

 

Paragraf 5 
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 

Pasal 39 

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan 
dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. 

(2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan 
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun 
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dalam APB Desa. 
(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama 

dengan Upah Minimum Regional Kabupaten. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati 
  
 

Bagian Ketiga 
Badan Permusyawaratan Desa 

Paragraf 1 
Kedudukan dan Keanggotaan BPD 

Pasal 40 

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 
 

Pasal 41 

(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan 
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun 
Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau 
pemuka masyarakat lainnya. 

(3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat 
diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

 

Pasal 42 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota BPD sebagai berikut : 
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara kesatuan Republik Indonesia 
serta pemerintah; 

c. warga negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 tahun; 
d. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau 

sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan; 
e. sehat jasmani dan rohani; 
f. terdaftar dalam daftar pemilih tetap; 
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa bersangkutan 

sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan dibuktikan dengan kartu tanda 
penduduk atau surat Keterangan Kepala Desa tentang alamat yang benar; 

h. bukan anggota TNI/Polri; 
i. tidak sedang dalam menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan 

j. PNS harus mendapat izin dari atasannya. 
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Pasal 43 

(1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit  5 (lima) 
orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas 
wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. 

(2) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
berikut : 
a. jumlah penduduk 1.000 s/d 2.000 orang ditetapkan 5 orang; 
b. jumlah penduduk   2001 s/d 4.000 orang  ditetapkan 7 0rang; 
c. jumlah penduduk   4001 s/d 6.000 orang ditetapkan 9 orang; 
d. jumlah penduduk  6001 orang keatas ditetapkan 11 orang. 

 

Pasal 44 

(1) peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal  41 ayat (1), 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

(2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapakan sumpah/janji 
secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk dalam rapat paripurna untuk peresmian anggota yang 
dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan serta dipimpin oleh 
anggota tertua dan termuda usianya. 

(3) Tata cara pengucapan sumpah/janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.  

 
Pasal 45 

Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) adalah 
sebagai berikut : 

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : 
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil 
ketua) Badan Perwakilan Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. 
Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku: 
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi sarta berbakti pada 
bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia” 
 

Pasal 46 

(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 
1 (satu) orang Sekretaris. 

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh 
anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara 
khusus. 

(3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota 
tertua dan dibantu oleh anggota termuda. 
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Paragraf 2 
Pengesahan Hasil Pemilihan 

Pasal 47 

(1) Kepala Desa menyampaikan hasil penetapan calon terpilih anggota BPD 
kepada Bupati melalui Camat untuk dimintakan pengesahannya.   

(2) Pengesahan keanggotaan BPD diresmikan secara administrasi dengan 
Keputusan Bupati. 
 

Paragraf 3 
 Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban BPD 

Pasal 48 

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung 
dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
 

Pasal 49 

BPD mempunyai wewenang : 
a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan 

Peraturan Kepala Desa; 
c. bersama Kepala Desa menetapkan APB Desa; 
d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati 

melalui Camat; 
e. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; 
f. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat; dan  
g. menyusun tata tertib BPD. 

 

Pasal 50 
BPD mempunyai hak : 
a. meminta keterangan kepada pemerintah desa; 
b. menyatakan pendapat. 
 

Pasal 51 

(1) Anggota BPD mempunyai hak :  
a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan pendapat; 
d. memilih dan dipilih; dan 
e. memperoleh tunjangan. 

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban : 
a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-
undangan; 

b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa; 
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c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat; 

e. memproses pemilihan kepala desa; 
f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok 

dan golongan; 
g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat 

setempat; dan 
h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 

kemasyarakatan. 
 

Paragraf 4 
Mekanisme Rapat BPD 

Pasal 52 

(1) BPD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 4 kali dalam 
setahun. 

(2) Kecuali yang dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurang-kurangnya 
sepertiga dari jumlah anggota BPD atau atas permintaan Kepala Desa. Ketua 
BPD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat-
lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan diterima. 

(3) BPD mengadakan rapat atas undangan ketua BPD. 
(4) Rapat yang memerlukan mitra kerja BPD dari pihak pemerintah desa 

dihadirkan oleh kepala desa atas undangan ketua BPD. 
 

Pasal 53 

(1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD. 
(2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu perdua) dari jumlah anggota BPD 
dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. 

(3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan 
dengan persetujuan sekurangkurangnya ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) 
dari jumlah anggota BPD yang hadir. 

(4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan 
notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD. 

 

 
Paragraf 5 

Keuangan BPD 

Pasal 54 

(1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan 
keuangan desa. 

(2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan dalam APB Desa. 
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Pasal 55 

(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan 
keuangan desa yang dikelola oleh sekretaris BPD. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam 
APB Desa. 

 
Pasal 56 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencalonan, pemilihan dan 
pemberhentian anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Paragraf 6 
Larangan Bagi Anggota BPD 

Pasal 57 

(1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai 
Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

(2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang : 
a. sebagai pelaksana proyek desa; 
b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan 

mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; 
c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang 

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau 
tindakan yang akan dilakukannya; 

d. menyalahgunakan wewenang;  
e. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 
f. melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari APB Desa. 

 

Paragraf 7  
Penggantian Anggota BPD  

Pasal 58 

(1) Penggantian antar waktu anggota BPD karena : 
a. meninggal dunia; 
b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan BPD; 
c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; 

dan 
d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57. 

(2) Anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan 
oleh calon anggota BPD sesuai unsur dusun dan tokoh masyarakat yang 
ditetapkan dalam rapat musyawarah seluruh anggota masyarakat. 

(3) Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang 
diganti. 
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Bagian Keempat 
 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa 

Paragraf 1 
Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa  

Pasal 59 

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa 
jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa 
jabatan. 

(2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan 
sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. 
 

Pasal 60 

(1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia 
Pemilihan yang terdiri atas unsur perangkat desa, pengurus lembaga 
kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. 

(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan 
pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, 
melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan 
Kepala Desa kepada BPD. 

 

Pasal 61 

(1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon 
Kepala Desa sesuai persyaratan. 

(2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan 
sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan. 

 
Pasal 62 

(1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia 
yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan 
Republik Indonesia serta pemerintah; 

c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 
dan/atau sederajat; 

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-setingginya 
60 tahun; 

e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 
f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa 

bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan 
Kartu tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kepala Desa tentang alamat 
yang benar; 

g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang 
diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; 
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h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hukum tetap; 

i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) 
tahun atau dua kali masa jabatan. 

j. mempunyai visi dan misi untuk membangun desa yang disampaikan pada 
saat pencalonan; dan 

k. dikenal dan mengenal wilayah desa dan masyarakatnya. 
(2) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diwajibkan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut : 
a. Surat pernyataan bersedia menjadi calon Kepala Desa; 
b. Surat Keterangan Berkelakuan baik dari kepolisian setempat; 
c. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter setempat; 
d. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Pertama atau yang sederajat; 
e. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kepala Desa tentang alamat 

tempat tinggal yang tetap di desa bersangkutan. 
 

Pasal 63 

(1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat                  
di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya 
masyarakat setempat. 

(2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial 
budaya masyarakat setempat. 

 
Pasal 64 

Penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan 
suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 
sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. 

 

Pasal 65 

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi 
syarat. 

(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan 
adil. 

(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap 
pemilihan. 

 
Pasal 66 

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan 
dukungan suara terbanyak. 

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa 
kepada BPD. 

(3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan 
dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan 
dari Panitia Pemilihan. 

(4) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui 
Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih. 
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(5) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan 
Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal 
diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. 

 

Pasal 67 

(1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari 
terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati. 

(2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan 
masyarakat. 

 

Pasal 68 

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 
pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan 
berikutnya. 
 

Pasal 69 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan 
dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 70 

Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan Kepala Desa dalam kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat. 
 

BAB V 

PERATURAN DESA 

Bagian Kesatu 
Asas 

Pasal 71 

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukkan 
Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang  meliputi : 
a. kejelasan tujuan; 
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 
d. dapat dilaksanakan; 
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f. kejelasan rumusan; dan 
g. keterbukaan. 

Pasal 72 

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat desa meliputi : 
a. Peraturan Desa; 
b. Peraturan Kepala Desa; dan 
c. Keputusan Kepala Desa. 
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Pasal 73 

(1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf 
a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 
desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran 
lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
72 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat 
pengaturan. 

(3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
72 huruf c adalah penjabaran pelaksaan Peraturan Desa dan Peraturan 
Kepala Desa yang bersifat penetapan. 

 
 

Pasal 74 

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 
 

 
Bagian Kedua 

Persiapan dan Pembahasan 

Pasal 75 

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal 
dari usul inisiatif BPD. 
 

Pasal 76 

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan 
terhadap Rancangan Peraturan Desa. 

(2) Masukkan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan 
rancangan Peraturan Desa. 

 

Pasal 77 

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh pemerintah desa dan 
BPD. 

 

Pasal 78 

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari pemerintah desa dapat ditarik 

kembali sebelum dibahas bersama BPD. 

 

Pasal 79 

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 
pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, 
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sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan 
oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi. 

(2) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) 
hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima. 

(3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa. 
 

Pasal 80 

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 79 dapat didelegasikan kepada Camat. 

 
 

Bagian Ketiga 
Pengesahan dan Penetapan 

Pasal 81 

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa 
dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
tanggal persetujuan bersama. 

 

Pasal 82 

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 wajib 
ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan 
Desa tersebut. 
 

Pasal 83 

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu pelaksaaan. 
 

Pasal 84 

(1) Peraturan Desa sejak ditetapkan dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan 
Desa tersebut. 

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku 
surut. 
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Bagian Keempat 

Penyampaian dan Penyebarluasan Peraturan Desa 

Pasal 85 

(1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat 
sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari 
setelah ditetapkan. 

(2) Peraturan Desa dan peraturan pelaksaannya wajib disebarluaskan kepada 
masyarakat oleh pemerintah desa. 

 

Pasal 86 

Teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan 
Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi 
bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini. 
 

Pasal 87 

(1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan 
Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa. 

(2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, 
dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

 

Pasal 88 

(1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah. 
(2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah. 
(3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) 

disebarluaskan oleh pemerintah desa. 
 

BAB VI  

KEUANGAN DESA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 89 

(1) Penyelenggaran urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa 
didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan pemerintah 
dan bantuan pemerintah daerah. 

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh 
pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah 
desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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Bagian Kedua 
Sumber Pendapatan 

 Pasal 90 

(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas : 
a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, 

hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan 
asli desa yang sah; 

b. bagi hasil pajak kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk 
desa; 

c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 
oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang 
pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan 
Alokasi Dana Desa; 

d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; 

e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 
(2) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui 
kas desa. 

(3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak 
dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah. 

 
Pasal 91 

Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a terdiri 
atas : 
a. tanah kas desa; 
b. pasar desa; 
c. pasar hewan; 
d. tambatan perahu; 
e. bangunan desa; 
f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan  
g. lain-lain kekayaan milik desa. 

 

Pasal 92 

(1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi 
yang sudah dipungut oleh provinsi atau kabupaten tidak dibenarkan adanya 
pungutan tambahan oleh pemerintah desa. 

(2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak 
dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh pemerintah provinsi atau 
pemerintah kabupaten. 

(3) Bagian desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan pengalokasiannya ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 93 

(1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 
ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang 
kepada desa. 

(2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun tidak 
bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APB Desa. 
 

Pasal 94 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
memuat : 
a. sumber pendapatan; 
b. jenis pendapatan; 
c. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah; 
d. bagian dana perimbangan; 
e. persentase dana alokasi desa; 
f. hibah; 
g. sumbangan; 
h. kekayaan. 

Bagian Ketiga 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Pasal 95 

(1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan 
pembiayaan. 

(2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan 
Pembangunan Desa. 

(3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan 
Peraturan Desa. 
 

Pasal 96 

Pedoman penyusunan APB Desa, perubahan APB Desa, perhitungan APB Desa 
dan pertanggungjawaban APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

 
Bagian Keempat 

Pengelolaan 

Pasal 97 

(1) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. 
(2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada ayat (1) Kepala Desa 

dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat 
desa. 
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Pasal 98 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa. 
 

 

BAB VII 

BADAN USAHA MILIK DESA 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

Pasal 99 

Pemerintah desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman 
pada Peraturan Daerah. 

 

Pasal 100 

(1) Syarat pembentukan BUMDes : 
a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan 

musyawarah warga desa; 
b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat; 
c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan 

kebutuhan pokok; 
d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, 

terutama kekayaan desa; 
e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha 

sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa; 
f. adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga 

masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan 
g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. 

(2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui tahap : 
a. rembuk desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan; 
b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi : 

Organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem 
pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan; 

c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draf Peraturan Desa; dan 
d. penerbitan Peraturan Desa. 

 
 

Bagian kedua  
Pengelolaan 

Pasal 101 

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. 
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Pasal 102 

(1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, 
paling sedikit terdiri atas : 
a. penasehat atau komisaris; dan 
b. pelaksana operasional atau direksi. 

(2) Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dijabat oleh Kepala Desa. 

(3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, terdiri atas : 
a. Direktur atau manajer; dan 
b. Kepala unit usaha. 

 
Pasal 103 

(1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, berdasarkan 
pada : 
a. anggaran dasar; dan 
b. anggaran rumah tangga. 

(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling 
sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan 
modal, kegiatan usaha dan kepengurusan. 

(3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti  
kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, 
penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan. 

 

Bagian Ketiga 
Tugas dan Kewenangan 

Pasal 104 

(1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) 
huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat 
kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan 
pengelolaan usaha desa.  

(2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana 
operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa. 

 

Pasal 105 

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat 
(1) huruf b, bertanggungjawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan 
usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan. 

 

Pasal 106 

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dilakukan 
dengan persyaratan : 
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a. pengurus yang berpengalaman dan/atau profesional; 
b. mendapat pembinaan manajemen; 
c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal; 
d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional; dan 
e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil. 
 

 
Bagian Keempat 

Jenis Usaha dan Permodalan 

Pasal 107 

(1) BUMDes terdiri atas jenis-jenis usaha. 
(2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. jasa; 
b. penyaluran sembilan bahan pokok; 
c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau 
d. industri kecil dan rumah tangga. 

(3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan 
sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. 

 

Pasal 108 

(1) Usaha jasa sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a, antara 
lain : 
a. jasa keuangan mikro; 
b. jasa transportasi; 
c. jasa komunikasi; 
d. jasa konstruksi; dan  
e. jasa energi. 

(2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 107 ayat (2) huruf b antara lain : 
a. beras; 
b. gula; 
c. garam; 
d. minyak goreng; 
e. kacang kedelai; dan 
f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung 

desa. 
(3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal  107 

ayat (2)  huruf c, antara lain : 
a. jagung; 
b. buah-buahan; dan 
c. sayuran. 

(4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
107 ayat (2) huruf d, antara lain : 
a. makanan; 
b. minuman  kerajinan rakyat; 
c. bahan bakar alternatif; dan 
d. bahan bangunan. 
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Pasal 109 

Modal BUMDes berasal dari : 
a. pemerintah desa; 
b. tabungan masyarakat; 
c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten; 
d. pinjaman; dan/atau 
e. kerjasama usaha dengan pihak lain. 

 
Pasal 110 

(1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 109 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. 

(2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 109 huruf b merupakan simpanan masyarakat. 

(3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi 
dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c 
dapat berupa dana tugas pembantuan. 

(4) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 106 huruf d dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintahan 
daerah. 

(5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf e dapat diperoleh dari pihak 
swasta dan/atau masyarakat. 

 

Pasal 111 

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, dapat berasal 
dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan 
kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa. 

 

Bagian Kelima 
Bagi Hasil dan Rugi 

Pasal 112 

Bagi hasil usaha BUMDes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha. 
 

Bagian Keenam 
Kerjasama 

Pasal 113 

(1) BUMDes dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih dan 
dengan pihak ketiga. 

(2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam 
satu kabupaten. 
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(3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa. 

 

Pasal 114 

(1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dibuat dalam 
naskah perjanjian kerjasama. 

(2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat : 

a. subjek kerjasama; 
b. obyek kerjasama; 
c. jangka waktu; 
d. hak dan kewajiban; 
e. pendanaan; 
f. keadaan memaksa; 
g. penyelesaian permasalahan; dan 
h. pengalihan. 

 
Pasal 115 

(1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam 
satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) 
disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak 
ditandatangani. 

(2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar 
kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) disampaikan 
kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak 
ditandatangani. 

 

Bagian Ketujuh 
Laporan Pertanggungjawaban 

Pasal 116 

(1) Pelaksanaan operasional atau direksi melaporkan pertanggung jawaban 
pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa. 

(2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam 
forum musyawarah desa. 

 
 

BAB VIII 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 

Pasal 117 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan 
pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 
pembangunan daerah. 
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(2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan 
kewenangannya. 

(3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. 

 

Pasal 118 

(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 
ayat (2) disusun secara berjangka meliputi : 
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 

disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 
b. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, 

merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan 

Peraturan Desa dan RKP Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa 
dan berpedoman pada Peraturan Daerah. 
 

Pasal 119 

(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 
ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup : 
a. penyelenggaraan pemerintahan desa; 
b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa; 
c. keuangan desa; 
d. profil desa; 
e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

pemberdayaan masyarakat. 
 

BAB IX 

LEMBAGA KEMASYARAKATAN 

Pasal 120 

(1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. 
(2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
 

Pasal 121 

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) 
mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra 
memberdayakan masyarakat desa. 
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Pasal 122 

Tugas lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 
meliputi : 
a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; 
b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan 

mengembangkan pembangunan secara partisipatif; 
c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya 

masyarakat; 
d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat. 

 
Pasal 123 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, lembaga 
kemasyarakatan mempunyai fungsi : 
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; 
b. penanaman dan pemupukkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat 

dalam kerangka memperkokoh Negara kesatuan Republik Indonesia; 
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada 

masyarakat; 
d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-

hasil pembangunan secara partisipatif; 
e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya 

gotong royong masyarakat; 
f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan 
g. pemberdayaan hak politik masyarakat. 

 
Pasal 124 

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat melalui : 
a. peningkatan pelayanan masyarakat; 
b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; 
c. pengembangan kemitraan; 
d. pemberdayaan masyarakat; dan 
e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

masyarakat setempat. 

Pasal 125 

(1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota 
masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam 
pemberdayaan masyarakat; 

(2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan. 
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Pasal 126 

Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa bersifat 
kemitraan, konsultatif dan koordinatif. 
   

Pasal 127 

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari : 
a. swadaya masyarakat; 
b. APB Desa; 
c. APBD Kabupaten dan/atau APBD Provinsi; 
d. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten; 
e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

 

BAB X 

KERJASAMA ANTAR DESA 

Pasal 128 

(1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa untuk kepentingan desa 
masing-masing. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani 
masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD. 

(3) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasar kewenangannya. 

 
Pasal 129 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dan ayat (3) 
berlaku juga bagi desa yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang : 
a. peningkatan perekonomian masyarakat desa; 
b. peningkatan pelayanan pendidikan; 
c. kesehatan; 
d. sosial budaya; 
e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau 
f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan 

memperhatikan kelestarian lingkungan. 
 

Pasal 130 

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dan 
Pasal 129 dapat dibentuk Badan Kerjasama. 

 

Pasal 131 

(1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan 
diselesaikan oleh camat. 

(2) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu 
kabupaten difasilitasi dan disampaikan oleh Bupati. 
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(3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan secara adil dan tidak memihak. 

(4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
bersifat final. 

 
Pasal 132 

(1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan, 
difasilitasi dan diselesaikan oleh camat. 

(2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang 
berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati. 

(3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke 
pengadilan. 

 
BAB XI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 133 

Pemerintah kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. 

 
 

Pasal 134 

Pembinaan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, 
meliputi : 
a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan 

pengaturannya kepada desa; 
b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten                   

ke desa; 
c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala 

desa; 
d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga 

kemasyarakatan; 
e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 
f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa; 
g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa; 
h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa; 
i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; 
j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 

dan lembaga kemasyarakatan; 
k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, 

lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan 
pemerintahan desa; 

l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan 
lembaga kemasyarakatan; 

m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa 
dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat; 
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n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; dan 

o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; 

p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan 
perdesaan. 
 

Pasal 135 

Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 meliputi : 
a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; 
b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; 
c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; 
d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan 

kepada desa; 
e. memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundangundangan; 
f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat desa; 
g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga 

kemasyarakatan; 
i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 
j. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga; 
k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; 
l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama 

lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; 
m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga 

kemasyarakatan; dan 
n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan 

lembaga kemasyarakatan. 
 

Pasal 136 

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi : 
a. adminstrasi pemerintahan desa; dan 
b. urusan pemerintahan desa. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 
terhadap : 

a. kebijakan desa; 
b. kelembagaan desa; 
c. keuangan desa; dan 
d. kekayaan desa. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 
terhadap : 
a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; 
b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang 

diserahkan pengaturannya kepada desa; 
c. tugas pembantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten; dan 
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d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan 
diserahkan kepada desa. 
 

Pasal 137 

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dilaksanakan oleh 
Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 
Inspektur Kabupaten. 

 

Bagian Kesatu 
Pengawasan  

Paragraf 1 
Penyusunan Rencana Pengawasan 

Pasal 138 

(1) Rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan desa di 
dusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan 
berpedoman pada kebijakan pengawasan. 

(2) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

 
Paragraf 2 

Rencana Pengawasan 

Pasal 139 

PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 meliputi : 
a. ruang lingkup; 
b. sasaran pemeriksaan; 
c. desa yang diperiksa; 
d. jadwal pelaksanaan pemeriksaan; 
e. jumlah tenaga; 
f. anggaran pemeriksaan; dan 
g. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan. 

 
Paragraf 3 

Pelaksanaan Pengawasan 

Pasal 140 

(1) Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten dalam 
melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa 
berpedoman pada PKPT dan berkoordinasi dengan Camat. 

(2) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi norma pengawasan dan 
kode etik. 
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Pasal 141 

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pejabat Pengawas 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dilakukan melalui kegiatan 
pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. 

 

Pasal 142 

(1) Kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 141 dilakukan secara berkala dan komprehensif terhadap administrasi 
pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa. 

(2) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Daftar Materi 
Pemeriksaan. 

(3) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan monitoring dan 
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan petunjuk teknis. 

(4) Daftar Materi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman 
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008. 
 

Paragraf 4 
Hasil Pengawasan 

Pasal 143 

(1) Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 142 ayat (2) dan (3) dituangkan dalam bentuk laporan hasil 
pemeriksaan. 

(2) Mekanisme dan sistimatika laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 
Tahun 2008. 

 
Pasal 144 

(1) Monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 142 dituangkan dalam bentuk laporan hasil monitoring 
dan evaluasi. 

(2) Mekanisme dan sistimatika laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 2008. 
 

Pasal 145 

Pejabat Pengawas Pemerintah melaporkan hasil pemeriksaan, monitoring dan 
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dan Pasal 144 kepada Bupati. 
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Bagian kedua 
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

Pasal 146 

(1) Hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 145 ditindaklanjuti oleh pemerintah desa sesuai dengan 
rekomendasi. 

(2) Wakil Bupati bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut 
hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 

Pasal 147 

Pemerintah desa yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Pejabat Pengawas 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) dikenakan sanksi 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 

Bagian ketiga 
Pemantauan dan Pemutakhiran 

Pasal 148 

(1) Inspektur Kabupaten melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas 
pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan. 

(2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati. 

 

Pasal 149 

Mekanisme dan sistimatika laporan pemantauan/pemutakhiran hasil pengawasan 
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008. 

 

BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 150 

(1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis 
masa jabatannya. 

(2) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis 
masa jabatannya. 

(3) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara 
bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah tersendiri. 
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BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 151 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2011 NOMOR 16 

 
 
  

Ditetapkan di  Sigi Biromaru 

pada tanggal  28 Oktober  2011 

 

BUPATI SIGI, 
 

ttd 

 
ASWADIN RANDALEMBAH 

 

 
Diundangkan di Sigi Biromaru 

pada tanggal  7 November  2011 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI 

 

ANDIWAN P. BETHALEMBAH 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI 

NOMOR 16 TAHUN 2011 

TENTANG 

D E S A  
 
 

I. PENJELASAN UMUM  

Landasan pemikiran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
mengenai Pemerintahan Daerah adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi 
asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa desa 
sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan 
berada di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa, dimana Kepala Desa dapat 
diberikan pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk 
melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Dengan demikian, urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan 
yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah 
mengamanatkan adanya beberapa ketentuan yang akan diatur melalui 
Peraturan Daerah. Hal itu dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan 
pemerintahan desa baik antara lain mengenai Pembentukan, Penghapusan 
dan Penggabungan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kedudukan 
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Usaha Milik Desa, 
Lembaga Kemasyarakatan, BPD maupun mengenai hal-hal lain yang 
semuanya itu dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa.Untuk itu Peraturan Daerah tentang Desa ini amatlah penting dalam 
rangka pelaksanaan penyelenggaran Pemerintahan Desa di Kabupaten Sigi. 
Dengan demikian Pelaksanaan Pemerintahan Desa telah mempunyai Dasar 
Hukum dalam yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Desa.  

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  
Cukup jelas  

Pasal 2  
Cukup jelas 
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Pasal 3  
Cukup jelas  

Pasal 4  
Cukup jelas 

Pasal 5  
Cukup jelas  

Pasal 6  
Cukup jelas 

Pasal 7  
Cukup jelas  

Pasal 8  
Cukup jelas 

Pasal 9  
Cukup jelas  

Pasal 10  
Cukup jelas 

Pasal 11  
Cukup jelas  

Pasal 12 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14  
Cukup jelas  

Pasal 15 
Cukup jelas 

Pasal 16  
Cukup jelas  

Pasal 17  
Cukup jelas 

Pasal 18 
Cukup jelas  

Pasal 19 
Cukup jelas 

Pasal 20  
Cukup jelas  

Pasal 21 
Cukup jelas 

Pasal 22 
Cukup jelas  

Pasal 23  
Cukup jelas 

Pasal 24  
Cukup jelas  

Pasal 25 
Cukup jelas 

Pasal 26 
Cukup jelas 
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Pasal 27 
Cukup jelas  

Pasal 28 
Cukup jelas 

Pasal 29 
Cukup jelas  

Pasal 30  
Cukup jelas 

Pasal 31  
Cukup jelas  

Pasal 32 
Cukup jelas 

Pasal 33 
Cukup jelas 

Pasal 34  
Cukup jelas 

Pasal 35  
Cukup jelas  

Pasal 36 
Cukup jelas 

Pasal 37 
Cukup jelas 

Pasal 38  
Cukup jelas 

Pasal 39  
Cukup jelas  

Pasal 40 
Cukup jelas 

Pasal 41 
Cukup jelas 

Pasal 42  
Cukup jelas 

Pasal 43  
Cukup jelas  

Pasal 44 
Cukup jelas 

Pasal 45 
Cukup jelas 

Pasal 46  
Cukup jelas 

Pasal 47  
Cukup jelas  

Pasal 48 
Cukup jelas 

Pasal 49 
Cukup jelas 

Pasal 50 
Cukup jelas 
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Pasal 51  
Cukup jelas 

Pasal 52  
Cukup jelas  

Pasal 53 
Cukup jelas 

Pasal 54 
Cukup jelas 

Pasal 55 
Cukup jelas 

Pasal 56  
Cukup jelas 

Pasal 57  
Cukup jelas  

Pasal 58 
Cukup jelas 

Pasal 59 
Cukup jelas 

Pasal 60 
Cukup jelas 

Pasal 61  
Cukup jelas 

Pasal 62  
Cukup jelas  

Pasal 63 
Cukup jelas 

Pasal 64 
Cukup jelas 

Pasal 65 
Cukup jelas 

Pasal 66  
Cukup jelas 

Pasal 67  
Cukup jelas  

Pasal 68 
Cukup jelas 

Pasal 69 
Cukup jelas 

Pasal 70 
Cukup jelas 

Pasal 71  
Cukup jelas 

Pasal 72  
Cukup jelas  

Pasal 73 
Cukup jelas 

Pasal 74 
Cukup jelas 
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Pasal 75 
Cukup jelas 

Pasal 76  
Cukup jelas 

Pasal 77  
Cukup jelas  

Pasal 78 
Cukup jelas 

Pasal 79 
Cukup jelas 

Pasal 80 
Cukup jelas 

Pasal 81  
Cukup jelas 

Pasal 82  
Cukup jelas  

Pasal 83 
Cukup jelas 

Pasal 84 
Cukup jelas 

Pasal 85 
Cukup jelas 

Pasal 86  
Cukup jelas 

Pasal 87  
Cukup jelas  

Pasal 88 
Cukup jelas 

Pasal 89 
Cukup jelas 

Pasal 90 
Cukup jelas 

Pasal 91  
Cukup jelas 

Pasal 92  
Cukup jelas  

Pasal 93 
Cukup jelas 

Pasal 94 
Cukup jelas 

Pasal 95 
Cukup jelas 

Pasal 96  
Cukup jelas 

Pasal 97  
Cukup jelas  

Pasal 98 
Cukup jelas 
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Pasal 99 
Cukup jelas 

Pasal 100 
Cukup jelas 

Pasal 101  
Cukup jelas 

Pasal 102  
Cukup jelas  

Pasal 103 
Cukup jelas 

Pasal 104 
Cukup jelas 

Pasal 105  
Cukup jelas 

Pasal 106  
Cukup jelas  

Pasal 107 
Cukup jelas 

Pasal 108 
Cukup jelas 

Pasal 109 
Cukup jelas 

Pasal 110  
Cukup jelas  

Pasal 111 
Cukup jelas 

Pasal 112 
Cukup jelas 

Pasal 113 
Cukup jelas  

Pasal 114 
Cukup jelas 

Pasal 115 
Cukup jelas 

Pasal 116 
Cukup jelas  

Pasal 117 
Cukup jelas 

Pasal 118 
Cukup jelas 

Pasal 119 
Cukup jelas  

Pasal 120 
Cukup jelas 

Pasal 121 
Cukup jelas 

Pasal 122 
Cukup jelas 
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Pasal 123 
Cukup jelas 

Pasal 124 
Cukup jelas 

Pasal 125 
Cukup jelas 

Pasal 126 
Cukup jelas 

Pasal 127 
Cukup jelas 

Pasal 128 
Cukup jelas 

Pasal 129 
Cukup jelas 

Pasal 130 
Cukup jelas 

Pasal 131 
Cukup jelas 

Pasal 132 
Cukup jelas 

Pasal 133 
Cukup jelas 

Pasal 134 
Cukup jelas 

Pasal 135 
Cukup jelas 

Pasal 136 
Cukup jelas 

Pasal 137 
Cukup jelas 

Pasal 138 
Cukup jelas 

Pasal 139 
Cukup jelas 

Pasal 140 
Cukup jelas 

Pasal 141 
Cukup jelas 

Pasal 142 
Cukup jelas 

Pasal 143 
Cukup jelas 

Pasal 144 
Cukup jelas 

Pasal 145 
Cukup jelas 

Pasal 146 
Cukup jelas 
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Pasal 147 
Cukup jelas 

Pasal 148 
Cukup jelas 

Pasal 149 
Cukup jelas 

Pasal 150 
Cukup jelas 

Pasal 151 
Cukup jelas 
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